WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-

Mengingat :

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 20);



. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16);



Menetapkan

10.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2020

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Bukittinggi Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2)

berupa Laporan Keuangan memuat :

a. Laporan realisasi anggaran;

b

C

. Neraca;

. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

d. Laporan operasional;

¢}

f.
g

. Laporan arus kas;
Laporan perubahan ekuitas;dan

. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan

ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf

a sebagai berikut :

a. Pendapatan
b. Belanja
c. Transfer

Surplus/ (defisit) (Rp107.437.616.683,35)

Rp689.222.919.606,62
Rp795.954.479.299,97
Rp706.056.990,00




d. Pembiayaan

— Penerimaan Rp206.823.642.918,43
— Pengeluaran Rp0,00
Pembiayaan Netto Rp206.823.642.918,43
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp1.758.822.879,38)
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp690.981.742.486,00
b. Realisasi Rp689.222.919.606,62
Selisih Lebih/(kurang) (Rp1.758.822.879,38)

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp87.024.158.555,13)
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja

setelah perubahan Rp882.978.637.855,10
b. Realisasi Rp795.954.479.299,97
Selisih Lebih/(kurang) (Rp87.024.158.555,13)

Selisih anggaran dengan  realisasi  belanja  transfer  sejumlah

(Rp29.590.536,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Transfer

setelah perubahan Rp735.647.526,00
b. Realisasi Rp706.056.990,00

Selisih Lebih/(kurang) (Rp29.590.536,00)
Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp85.294.926.211,75 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Surplus/defisit

setelah perubahan (Rp192.732.542.895,10)
b. Realisasi (Rp107.437.616.683,35)
Selisih Lebih/(kurang) Rp85.294.926.211,75

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah

Rp14.091.100.023,33 dengan rincian sebagai berikut :



a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp192.732.542.895,10
b. Realisasi Rp206.823.642.918,43
Selisih Lebih/(kurang) Rp14.091.100.023,33

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00
dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp0,00
b. Realisasi Rp0,00
Selisih Lebih/(kurang) Rp.0,00

(7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp14.091.100.023,33 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp192.732.542.895,10
b. Realisasi Rp206.823.642.918,43
Selisih Lebih/(kurang) Rp14.091.100.023,33
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut :
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp114.068.610.749,10
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp99.386.026.235,08

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31 Desember

2020 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp1.691.506.943.232,61
b. Jumlah kewajiban Rp3.562.600.613,00
c. Jumlah ekuitas Rp1.687.944.342.619,61



Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per

31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional Rp84.765.874.307,90

b. Kegiatan Non Operasional (Rp3.182.623.386,16)

c. Pos Luar Biasa Rp0,00

Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp81.583.250.921,74
Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2020 Rp107.824.159.671,10
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp141.711.055.377,99
c. Arus Kas Aktivitas Investasi (Rp155.107.819.700,34)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
/Pembiayaan Rp0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non (Rp50.317.836,00)
anggaran

f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember tahun
2020 Rp94.377.077.512,75

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf

f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp1.618.197.176.549,68
b. Surplus/Defisit LO Rp81.583.250.921,78
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar (Rp11.836.084.851,81)
Jumlah Ekuitas Akhir Rp1.687.944.342.619,61
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos

Laporan Keuangan.



Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.

o

o o
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B

°©
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Lampiran I

Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII

Laporan Realisasi Anggaran;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi,

Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana
Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;



s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan
Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan kembali Dalam
Tahun Anggaran Berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 Agustus 2021
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto
ERMAN SAFAR
Diundangkan di Bukittinggi

pada tanggal 6 Agustus 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto
RISMAL HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT: (3 / 31 / 2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

UMUM

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan
bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah, dimana berdasarkan
Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan

paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan paling sedikit meliputi:

a. Laporan realisasi anggaran

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
c. Neraca;

d. Laporan operasional;

e. Laporan arus kas;

f. Laporan perubahan ekuitas; dan

g. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan

keuangan BUMD.

Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akutansi

pemerintah.

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan
suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-
instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan bentuk
pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).



II.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 3

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas

10



